
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1400, 2019 KEMEN ATR-BPN. Penyesuaian/Inpassing. Jabatan 

Fungsional Penata Ruang. Pengangkatan. Syarat. Tata 
Cara. 

 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING 

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina berwenang 

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

jabatan fungsional yang di dalamnya termasuk 

pengaturan mengenai tata cara penyesuaian/inpassing 

jabatan fungsional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui 

Penyesuaian/Inpassing, instansi pembina dapat 

menetapkan syarat lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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c. bahwa dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing 

untuk jabatan fungsional penata ruang, perlu adanya 

panduan dan pedoman yang memuat ketentuan 

mengenai pengangkatan, syarat, dan tata cara 

penyesuaian/ inpassing untuk jabatan fungsional penata 

ruang; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang 

Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/ 

Inpassing Jabatan Fungsional Penata Ruang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1158); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional 

Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4  

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan     

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional 

Penata Ruang dan Angka Kreditnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 566); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/ 

INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

3. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS 

adalah warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  

tertentu,  diangkat  sebagai  pegawai ASN secara  tetap  

oleh  pejabat  pembina  kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan  tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang  

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki  

JF  pada  instansi pemerintah. 

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat 

yang Berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan 

tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata 
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ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

9. Jabatan Fungsional Penata Ruang selanjutnya disebut JF 

Penata Ruang adalah JF  yang mempunyai tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan 

perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali 

rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural. 

12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 

13. Instansi Pembina adalah Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

14. Unit Pembina adalah unit kerja di bawah Instansi 

Pembina yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan tata 

ruang dan pemanfaatan ruang. 

15. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS 

dalam JF guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

jangka waktu tertentu. 

16. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis 

maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang 

relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau 

belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu. 

17. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi 

yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada JF yang 

ditetapkan oleh Instansi Pembina JF. 

18. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 
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